
1 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang 

diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan 

pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya 

dan sebagai pelaksanaan program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya 

peningkatan mutu pendidikan karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat 

memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) juga digunakan untuk membiayai kebutuhan siswa kurang mampu 

atau miskin, agar mereka dalam keterbatasannya tetap dapat bersekolah. Dengan 

demikian tidak ada alasan lagi, bagi anak-anak usia sekolah wajib belajar, tidak dapat 

layanan pendidikan.  

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka 

program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat 

pencapaian standar pelayanan minimal pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi 

SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah-sekolah yang sudah 

memenuhi SPM. Sasaran program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu 

semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP, baik negeri maupun 

swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok sekolah  

nasional dan sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik).  
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Transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat diperlukan 

dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakt dan pemerintah dalam 

penyelenggaran seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditujukan untuk 

membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah 

organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawah, bersih dalam arti tidak 

KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan berwibawa dalam arti profesional.  

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara 

sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan 

dalam memperoleh informasi yang akurat.  

 

4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Transparansi Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

4.2.1 Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya 

lakukan dengan tepat proses pengelolaanya dan ikuti langkah-

langkahnya dengan baik agar tidak terjainya kesalahan saat mengelola 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

4.2.2 Sebaiknya semua pihak stakeholder yang terkait dengan program kerja 

yang menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
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4.2.3 Perlu adanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga menghindari tindakan 

pidana dikemudian hari.  
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